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ABSTRACT

Land issues in Indonesia are still characterized by weak legal
certainty of land rights, overlapping land ownership, and the
widespread practice of land mafia activities through the falsification
and manipulation of land documents. The conventional land
administration system is considered to have various weaknesses,
particularly in terms of data security, transparency, and traceability of
land ownership history. As part of land administration reform, the
government has implemented the Electronic Certificate policy through
the digitalization of land documents to strengthen legal certainty of land
rights and prevent land mafia practices. This study aims to analyze the
regulation of Electronic Certificates in strengthening legal certainty of
land rights, examine their role in preventing land mafia practices, and
evaluate the effectiveness of their implementation at the Karanganyar
Regency Land Office.

This research employs an empirical legal research method with a
socio-legal approach. Primary data were obtained through interviews
and observations conducted at the Karanganyar Regency Land Office,
particularly within the Survey and Mapping Section, the Land Rights
Determination and Registration Section, and the Dispute Control and
Handling Section. Secondary data were collected through literature
studies of laws and regulations, journals, books, and documents related
to land administration and FElectronic Certificates. The data were
analyzed using a descriptive qualitative method.

The results of the study indicate that the implementation of
Electronic Certificates contributes to strengthening legal certainty of
land rights through a digital data storage system that is more secure,
transparent, and integrated. FElectronic Certificates contribute
preventing land mafia practices through the use of certified electronic
signatures, land history traceability, and the reduction of opportunities
for the falsification of land documents. The implementation at the
Karanganyar Regency Land Olffice has improved the effectiveness of
land administration services, although several technical and non-
technical challenges remain, including infrastructure readiness, data
integration, electronic system security, and public digital literacy.
Electronic Certificates have a strategic role in strengthening legal
certainty of land rights and preventing land mafia practices through the
modernization of a digital-based land administration system. However,
their effective implementation still requires strengthening system
security, improving the quality of human resources, optimizing land
data integration, and increasing public awareness and understanding
to ensure the successful achievement of land digitalization objectives.
Keywords: Land Registration, Land Digitalization. Electronic
Certificates, Legal Certainty, Land Mafia
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan
masyarakat Indonesia karena mengandung nilai ekonomi, sosial, dan hukum
yang saling berkaitan (Zaelani, 2022). Dari aspek ekonomi, tanah
merupakan sumber daya bernilai tinggi yang menjadi basis bagi berbagai
aktivitas produktif seperti pertanian, permukiman, industri, dan
pembangunan infrastruktur. Kepemilikan dan penguasaan tanah yang jelas
memberikan rasa aman bagi pemegang hak serta mendorong pemanfaatan
tanah secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari
aspek sosial, tanah tidak hanya dipandang sebagai objek ekonomi, tetapi
juga memiliki nilai historis dan kultural yang erat dengan identitas dan
keberlangsungan hidup masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan dan
masyarakat adat. Sengketa atau kehilangan hak atas tanah kerap
menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan dan mengganggu
stabilitas kehidupan bermasyarakat. Dari perspektif hukum, tanah
merupakan objek hukum yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh
negara.

Peran negara dalam menjamin kepastian hukum hak atas tanah
memiliki dasar konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat
(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut memberikan legitimasi kepada
negara untuk mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan
tanah.

Pengaturan lebih lanjut mengenai peran negara dalam bidang

pertanahan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960



tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 2 ayat (1)
UUPA menegaskan bahwa negara memiliki hak menguasai atas bumi, air,
dan ruang angkasa, yang mencakup kewenangan untuk mengatur
peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah, serta
mengatur hubungan hukum antara orang dengan tanah. Dalam rangka
menjamin kepastian hukum tersebut, Pasal 19 UUPA mewajibkan negara
menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia yang
bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada
pemegang hak melalui penerbitan sertipikat sebagai tanda bukti hak yang
kuat.

Meskipun kerangka hukum pertanahan telah dibangun secara
komprehensif, dalam praktiknya permasalahan pertanahan di Indonesia
masih terus terjadi dan belum terselesaikan secara tuntas. Permasalahan
tersebut antara lain disebabkan oleh tumpang tindih penguasaan dan
kepemilikan tanah, ketidaksesuaian antara data fisik dan data yuridis, serta
belum terintegrasinya sistem data pertanahan secara optimal. Selain itu,
masth banyak bidang tanah yang belum terdaftar sehingga membuka
peluang terjadinya klaim ganda dan sengketa hak atas tanah.

Salah satu faktor utama yang memperparah permasalahan pertanahan
adalah praktik mafia tanah. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15
Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan, mafia tanah merupakan
tindak pidana di bidang pertanahan yang dilakukan secara sengaja dan
terorganisir oleh individu, kelompok, atau badan hukum, yang dapat
dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, baik sebagai tindak pidana umum maupun tindak
pidana khusus. Dalam praktiknya, mafia tanah kerap menggunakan
berbagai modus operandi untuk mencapai tujuannya, antara lain dengan
memanipulasi data fisik dan data yuridis pertanahan, seperti mengubah
nama pemegang hak, luas tanah, alamat objek tanah, serta keterangan

lainnya (Nur’ Ainiyah, 2022).



Kasus mafia tanah di Indonesia terus meningkat dan menjadi persoalan
serius dalam administrasi pertanahan. Pada tahun 2024, Kementerian
ATR/BPN mencatat bahwa terdapat 87 kasus mafia tanah yang menjadi
target penanganan, dengan 47 kasus telah masuk tahap penetapan tersangka
sebanyak 92 orang, dengan status berkas perkara P-19 (berkas perlu
dilengkapi) dan P-21 (berkas dinyatakan lengkap) (Iman, 2024). Dalam
rangka pemberantasan mafia tanah, negara menetapkan empat pilar utama,
yaitu Kementerian ATR/BPN, Aparat Penegak Hukum (APH), Lembaga
Peradilan, dan Pemerintah Daerah, yang didukung oleh peran serta
masyarakat melalui pendaftaran tanah untuk memperoleh sertipikat tanah
resmi pada Kantor Pertanahan setempat.

Media “Info Singkat” Vol. XVI, Nomor 15/I/Pusaka/Agustus/2024
yang diterbitkan oleh Pusat Analisis Keparlemenan (Pusaka) DPR RI
menyebutkan bahwa maraknya mafia tanah sepanjang tahun 2024
berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp5,7 triliun (Sibuea,
2024). Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya kebijakan negara dalam
melindungi kepentingan publik sebagaimana dijamin konstitusi, sehingga
apabila tidak segera ditangani, konflik pertanahan berpotensi semakin
meningkat dan merugikan berbagai pihak.

Salah satu aspek utama dalam praktik mafia tanah adalah terjadinya
tumpang tindih lahan, yaitu kondisi di mana satu bidang tanah diklaim atau
ditunjuk oleh lebih dari satu pihak sebagai objek hak. Tumpang tindih lahan
umumnya terjadi akibat ketidakakuratan penunjukan bidang tanah,
ketidaksesuaian antara data fisik dan data yuridis, serta adanya pemalsuan
atau manipulasi dokumen pertanahan yang seolah-olah menunjuk pada
bidang tanah yang sama. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh mafia tanah
untuk menciptakan klaim ganda atas suatu bidang tanah, sehingga
menimbulkan sengketa dan menghilangkan kepastian hak bagi pemegang

hak yang sah.



Tumpang tindih status kepemilikan tanah di Indonesia merupakan
persoalan yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Sistem pendaftaran tanah belum sepenuhnya mampu menjamin kepastian
hukum bagi pemegang hak, sehingga diperlukan langkah konkret untuk
memastikan kejelasan kepemilikan dan mencegah terjadinya tumpang
tindih lahan (Pahrazi & Rahayu, 2024). Permasalahan tumpang tindih lahan
menunjukkan bahwa sistem administrasi pertanahan yang masih berbasis
dokumen konvensional memiliki kerentanan terhadap kesalahan
penunjukan bidang dan penyalahgunaan data.

Sebagai respons atas permasalahan tersebut, negara melakukan
reformasi administrasi pertanahan melalui modernisasi dan digitalisasi
sistem, salah satunya dengan menerapkan kebijakan Sertipikat Elektronik.
Pengaturan awal mengenai sertipikat elektronik diatur dalam Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik yang menjadi payung hukum
pertama dalam transformasi sertipikat konvensional ke dalam bentuk
elektronik. Seiring dengan perkembangan kebutuhan digitalisasi
administrasi pertanahan yang lebih komprehensif, pemerintah kemudian
menetapkan sal Peraturan ini tidak hanya memperluas cakupan pengaturan
dokumen elektronik dalam sistem pendaftaran tanah, tetapi juga secara
tegas mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Sertipikat Elektronik. Sertipikat elektronik merupakan sertipikat hak atas
tanah yang diterbitkan melalui sistem elektronik, di mana data fisik dan data
yuridis disimpan dalam basis data digital dan disahkan dengan tanda tangan
elektronik oleh pejabat yang berwenang. Penerapan sertipikat elektronik
bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan keakuratan data pertanahan,
memperkuat kepastian hukum hak atas tanah, serta meminimalisir peluang
manipulasi dokumen yang selama ini dimanfaatkan oleh mafia tanah.

Namun demikian, apabila ditelaah dari penelitian-penelitian

terdahulu, kajian mengenai pencegahan mafia tanah masih cenderung



berfokus pada peran kelembagaan Badan Pertanahan Nasional, seperti
aspek pengawasan internal, integritas aparatur, dan penegakan hukum.
Penelitian-penelitian tersebut belum secara mendalam menganalisis peran
instrumen hukum dan teknologi, khususnya Sertipikat Elektronik, sebagai
faktor utama dalam memperkuat kepastian hak dan mencegah terjadinya
tumpang tindih lahan yang merupakan salah satu modus utama dalam
praktik mafia tanah. Secara normatif, sertipikat elektronik diposisikan bukan
sekadar sebagai bentuk digital dari sertipikat konvensional, melainkan
sebagai sistem hukum baru dalam pendaftaran tanah yang mengubah
mekanisme pengelolaan data pertanahan secara fundamental.

Kesenjangan antara pengaturan normatif dan fokus penelitian
terdahulu tersebut menimbulkan pertanyaan hukum mengenai sejauh mana
Sertipikat Elektronik benar-benar berperan dalam menciptakan kepastian
hak dan mencegah praktik mafia tanah dalam implementasinya. Hal ini
menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan praktik di Kantor
Pertanahan Kabupaten Karanganyar, yang dalam beberapa tahun terakhir
tidak ditemukan adanya kasus mafia tanah yang menonjol. Meskipun
demikian, ketiadaan kasus yang menonjol tidak serta-merta dapat dimaknai
sebagai keberhasilan mutlak penerapan Sertipikat Elektronik. Kondisi
tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti efektivitas
pengawasan internal, tingkat pelaporan masyarakat, budaya organisasi,
maupun faktor sosial lainnya. Kondisi tersebut menarik untuk dianalisis
secara yuridis, apakah ketiadaan kasus mafia tanah tersebut berkorelasi
dengan penerapan Sertipikat Elektronik sebagai bagian dari sistem
pendaftaran tanah, ataukah dipengaruhi oleh faktor lain di luar instrumen
sertipikat elektronik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai peran sertipikat
elektronik dalam penguatan kepastian hak dan pencegahan mafia tanah,
khususnya dengan studi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar,
menjadi penting dan relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan

mampu memberikan gambaran empiris mengenai implementasi sertipikat



elektronik di tingkat pelaksana, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi,
serta merumuskan rekomendasi guna mendukung terwujudnya sistem

administrasi pertanahan yang modern, transparan, dan berkeadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terlihat bahwa penerapan
Sertipikat Elektronik merupakan bagian dari reformasi administrasi
pertanahan yang bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum hak atas
tanah sekaligus menutup celah praktik mafia tanah. Permasalahan mengenai
kepastian hukum hak atas tanah dan potensi praktik mafia tanah dapat
dirumuskan dalam berbagai aspek. Namun, penelitian ini memfokuskan
pada peran Sertipikat Elektronik sebagai instrumen untuk memperkuat
kepastian hak sekaligus menghadapi potensi praktik mafia tanah pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Oleh karena itu, rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan mengenai Sertipikat Elektronik dalam
penguatan kepastian hukum hak atas tanah?

2. Bagaimana peran Sertipikat Elektronik dalam mencegah pemalsuan
dokumen pertanahan yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih
lahan sebagai salah satu modus praktik mafia tanah?

3. Bagaimana efektivitas penerapan Sertipikat Elektronik di Kantor
Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam mencegah praktik mafia

tanah, serta apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan
sebelumnya, tujuan penelitian diperlukan untuk memberikan arah pada
penelitian ini. Tujuan penelitian disampaikan secara deklaratif dan

merupakan pernyataan yang ingin dicapai dalam penelitian. Tujuan dari



penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai
Sertipikat Elektronik dalam penguatan kepastian hak atas tanah.

b. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Sertipikat Elektronik
dalam mencegah  pemalsuan  dokumen  pertanahan yang
berpotensi menimbulkan tumpang tindih lahan sebagai modus
praktik mafia tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.

c. Untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Sertipikat Elektronik di
Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam mencegah
praktik mafia tanah serta mengidentifikasi hambatan yang muncul

dalam pelaksanaannya.

. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dapat dijelaskan dalam dua perspektif
(Fadli, 2021). Pertama, dari sudut pandang akademik, penelitian ini
bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu
pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pertanahan. Kedua, dari
sudut pandang praktik, penelitian ini berperan dalam memberikan
kontribusi terhadap pelaksanaan administrasi pertanahan, terutama yang
berkaitan dengan penerapan Sertipikat elektronik dan upaya pencegahan
praktik mafia tanah. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu menambah
wawasan dan memperkaya kajian ilmiah mengenai pengaturan dan
penerapan Sertipikat Elektronik dalam penguatan kepastian hak
serta perannya dalam mencegah terjadinya tumpang tindih lahan
sebagai aspek praktik mafia tanah, serta mengimplementasikan ilmu
yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Sekolah
Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).

b. Secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
evaluasi dan masukan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten

Karanganyar dalam pelaksanaan Sertipikat Elektronik sebagai



instrumen untuk mencegah tumpang tindih lahan, serta memberikan
informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemangku
kepentingan terkait, sekaligus menjadi referensi bagi peneliti

selanjutnya.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus pada pokok permasalahan,

maka ruang lingkup penelitian dibatasi sebagai berikut:

1.

Aspek Kajian

Penelitian ini difokuskan pada penerapan Sertipikat elektronik dalam
penguatan kepastian hak atas tanah serta pencegahan praktik mafia tanah
(tumpang tindih lahan).

Aspek Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dibatasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Karanganyar, sebagai institusi yang berperan langsung dalam

pengelolaan Sertipikat elektronik.

. Aspek Substansi Masalah

Substansi masalah yang dibahas meliputi efektivitas implementasi
Sertipikat elektronik, hambatan yang dihadapi, serta dampaknya

terhadap kepastian hukum dan pencegahan mafia tanah.



BAB VIII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Sertipikat Elektronik
dalam Penguatan Kepastian Hak dan Pencegahan Mafia Tanah (Studi pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar) dengan pendekatan hukum
empiris secara kualitatif, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan penerapan Sertipikat Elektronik dalam sistem pendaftaran
tanah di Indonesia merupakan bagian dari reformasi administrasi
pertanahan melalui digitalisasi pelayanan pertanahan yang bertujuan
untuk memperkuat kepastian hukum hak atas tanah. Pengaturan tersebut
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023
tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran
Tanah, yang menggantikan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1
Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Di Kantor Pertanahan
Kabupaten Karanganyar, kebijakan tersebut diwujudkan melalui
transformasi  sistem administrasi pertanahan dari mekanisme
konvensional berbasis dokumen fisik menuju sistem elektronik yang
terintegrasi dalam aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP).
Penerapan Sertipikat Elektronik memberikan perubahan yang signifikan
dalam pengelolaan data pertanahan, antara lain melalui penyimpanan
data secara digital, penggunaan sistem koordinat nasional TM-3,
integrasi data fisik dan data yuridis, serta penerapan mekanisme validasi
elektronik melalui proses plotting dan verifikasi bidang tanah. Selain itu,
keberadaan Nomor Identifikasi Bidang Elektronik (NIB-EL), barcode,
tanda tangan elektronik tersertifikasi, dan riwayat administrasi yang
dapat ditelusuri (traceability) mendukung peningkatan keamanan,
transparansi, serta tertib administrasi pertanahan sehingga berkontribusi

dalam penguatan kepastian hukum hak atas tanah. Namun demikian,
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penguatan kepastian hukum melalui Sertipikat Elektronik belum dapat
diwujudkan secara optimal. Hal tersebut disebabkan masih adanya data
pertanahan lama yang belum seluruhnya terploting dan belum
dialihmediakan ke dalam sistem elektronik. Keberadaan sertipikat
analog yang masih menggunakan sistem koordinat lokal juga berpotensi
menimbulkan ketidaksesuaian antara data fisik dan data yuridis,
sehingga kemungkinan terjadinya tumpang tindih bidang tanah masih
dapat ditemukan, terutama antara data pertanahan lama dengan
sertipikat elektronik yang baru diterbitkan. Dengan demikian, Sertipikat
Elektronik dapat dipahami sebagai instrumen yang mendukung
penguatan kepastian hukum hak atas tanah melalui modernisasi
administrasi pertanahan, namun efektivitasnya tetap bergantung pada
validitas data pertanahan, penyempurnaan integrasi data, serta
keberhasilan proses transformasi dari sistem konvensional menuju
sistem elektronik secara menyeluruh.

Sertipikat Elektronik memiliki peran penting dalam mencegah praktik
mafia tanah, terutama dari aspek keamanan data, transparansi
administrasi pertanahan, keterlacakan riwayat tanah, serta pencegahan
tumpang tindih bidang tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
sistem elektronik mampu meningkatkan keamanan administrasi
pertanahan melalui penggunaan barcode, tanda tangan elektronik,
nomor seri, serta basis data nasional yang terintegrasi. Sistem tersebut
memperkecil kemungkinan pemalsuan sertipikat dan manipulasi
administrasi pertanahan karena setiap perubahan data terekam dalam
sistem dan dapat ditelusuri melalui history pengguna. Penerapan
Sertipikat Elektronik juga meningkatkan transparansi administrasi
pertanahan karena proses pengecekan data dan verifikasi sertipikat
dapat dilakukan secara elektronik dan lebih mudah diakses. Selain itu,
sistem elektronik mempermudah penelusuran riwayat kepemilikan
tanah (traceability) karena seluruh proses pemeliharaan data, peralihan

hak, maupun perubahan administrasi tercatat secara digital dalam sistem
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KKP. Dalam aspek pencegahan tumpang tindih bidang tanah, Sertipikat
Elektronik dinilai mampu meminimalisir potensi terjadinya sertipikat
ganda karena bidang tanah yang telah memiliki NIB-EL pada prinsipnya
telah terkunci dalam sistem digital. Meskipun demikian, potensi
tumpang tindih masih dimungkinkan terjadi pada sertipikat lama yang
belum terploting atau belum dilakukan pemutakhiran data ke sistem
elektronik. Dengan demikian, Sertipikat Elektronik terbukti memiliki
kontribusi penting dalam mempersempit celah praktik mafia tanah,
khususnya yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen, manipulasi data
pertanahan, dan penerbitan sertipikat ganda.

. Implementasi Sertipikat Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten
Karanganyar telah berjalan cukup efektif, namun masih menghadapi
berbagai kendala teknis dan non-teknis dalam penerapannya. Secara
teknis, kendala yang dihadapi meliputi gangguan aplikasi KKP,
keterbatasan jaringan internet, proses migrasi data dari sistem analog ke
digital, serta belum sempurnanya integrasi data pertanahan lama ke
dalam sistem elektronik. Selain itu, masih terdapat keterbatasan data
pada sertipikat lama yang menyebabkan proses plotting dan validasi
membutuhkan verifikasi lebih mendalam. Secara non-teknis, kendala
implementasi berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia, adaptasi
aparatur terhadap sistem digital, serta kesiapan masyarakat dalam
menerima perubahan sistem administrasi pertanahan. Sebagian
masyarakat masih memiliki persepsi bahwa sertipikat konvensional
lebih meyakinkan dibandingkan Sertipikat Elektronik karena bentuk
fisiknya berupa buku. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala
tersebut antara lain melalui plotting dan validasi data bidang tanah,
pembaruan sistem aplikasi secara berkala, koordinasi dengan Pusat Data
dan Informasi ATR/BPN, peningkatan kapasitas aparatur, sosialisasi
kepada masyarakat, serta percepatan alih media sertipikat analog
menjadi Sertipikat Elektronik. Penerapan Sertipikat Elektronik di

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar menunjukkan bahwa
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digitalisasi administrasi pertanahan mampu meningkatkan efektivitas
pelayanan pertanahan, memperkuat kepastian hukum hak atas tanah,
serta menjadi instrumen penting dalam pencegahan praktik mafia tanah.
Namun demikian, keberhasilan sistem tersebut masih memerlukan
penyempurnaan data pertanahan, penguatan infrastruktur teknologi,
harmonisasi regulasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam

melakukan pemutakhiran data pertanahan secara berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Sertipikat Elektronik
dalam Penguatan Kepastian Hak dan Pencegahan Mafia Tanah (Studi pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar), maka penulis memberikan
beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kementerian ATR/BPN dan Kantor Pertanahan

Kementerian ATR/BPN perlu mempercepat proses digitalisasi
administrasi pertanahan secara menyeluruh, khususnya terhadap
sertipikat lama yang masih berbentuk analog dan belum terploting
dalam sistem elektronik. Pemutakhiran data pertanahan perlu dilakukan
secara bertahap dan berkelanjutan agar seluruh bidang tanah dapat
terintegrasi dalam satu sistem digital nasional yang akurat dan presisi.

Kantor Pertanahan juga perlu meningkatkan kualitas validasi dan
plotting bidang tanah sebelum penerbitan Sertipikat Elektronik untuk
meminimalisir potensi tumpang tindih bidang tanah, terutama terhadap
sertipikat lama yang masih menggunakan koordinat lokal. Penguatan
pengawasan terhadap proses migrasi data juga penting dilakukan agar
tidak terjadi kesalahan dalam proses alih media dari sistem analog
menuju sistem elektronik.

Selain itu, pengembangan aplikasi Komputerisasi Kegiatan
Pertanahan (KKP) perlu terus dilakukan secara berkala guna mengatasi
bug sistem, meningkatkan stabilitas aplikasi, serta memperkuat

keamanan data pertanahan elektronik. Dukungan infrastruktur teknologi
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dan jaringan internet juga perlu ditingkatkan agar pelayanan pertanahan
berbasis elektronik dapat berjalan lebih optimal.
2. Bagi Aparatur Pertanahan dan PPAT

Aparatur pertanahan dan PPAT perlu terus meningkatkan
kapasitas dan kemampuan dalam penggunaan sistem pelayanan
pertanahan berbasis elektronik. Peningkatan kompetensi sumber daya
manusia menjadi penting karena transformasi digital administrasi
pertanahan tidak hanya membutuhkan perangkat teknologi, tetapi juga
aparatur yang mampu mengoperasikan sistem secara profesional dan
akurat.

PPAT sebagai mitra Kantor Pertanahan juga diharapkan terus
berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait
manfaat, keamanan, dan keabsahan Sertipikat Elektronik. Peran tersebut
penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem
pertanahan berbasis elektronik serta mendorong masyarakat melakukan
pemutakhiran data pertanahan.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah diharapkan lebih
aktif dalam melakukan pemeliharaan data pertanahan dan alih media
sertipikat analog menjadi Sertipikat Elektronik. Kesadaran masyarakat
untuk memperbarui data pertanahan sangat penting guna mendukung
terciptanya sistem administrasi pertanahan yang tertib, akurat, dan
terintegrasi secara digital.

Masyarakat juga perlu meningkatkan pemahaman mengenai
penggunaan layanan pertanahan elektronik, termasuk pemanfaatan
aplikasi digital seperti Sentuh Tanahku untuk melakukan pengecekan
data sertipikat dan memastikan keaslian dokumen pertanahan. Dengan
meningkatnya literasi digital masyarakat, maka potensi pemalsuan
sertipikat maupun praktik mafia tanah dapat semakin diminimalisir.

4. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Regulasi

Pemerintah perlu memperkuat harmonisasi regulasi terkait
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Sertipikat Elektronik agar terdapat kepastian hukum yang lebih jelas
dalam pelaksanaan sistem pertanahan elektronik di Indonesia. Regulasi
yang sinkron dan tidak tumpang tindih sangat diperlukan untuk
mendukung  efektivitas implementasi  digitalisasi administrasi
pertanahan.

Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan yang
dapat mendorong percepatan alih media sertipikat analog menjadi
Sertipikat Elektronik secara bertahap dan sistematis. Langkah tersebut
penting untuk mengurangi dualisme data pertanahan antara sistem
analog dan elektronik yang masih menjadi salah satu celah terjadinya

tumpang tindih bidang tanah.

. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya
dilakukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dengan
pendekatan hukum empiris secara kualitatif. Oleh karena itu, peneliti
selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian pada wilayah yang
lebih luas atau menggunakan pendekatan yang berbeda, seperti
pendekatan kuantitatif maupun socio-legal, agar diperoleh gambaran
yang lebih komprehensif mengenai efektivitas Sertipikat Elektronik
dalam penguatan kepastian hukum hak atas tanah dan pencegahan
praktik mafia tanah di Indonesia. Penelitian selanjutnya juga dapat
mengkaji lebih mendalam mengenai perlindungan data elektronik
pertanahan, keamanan siber dalam sistem pertanahan digital, serta

dampak sosial digitalisasi administrasi pertanahan terhadap masyarakat.
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